
6. U ndang-U ndang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundangan-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234): 

5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5072); 

4. Unclang - Unclang Nemer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5063 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286\ 

1. Undang-Undang Nornor Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3465): 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Kerjasama pada Rumah Sakit Umurn Daerah Wangaya Kota Denpasar; 

a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya 
sebagai Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD) dengan status penuh 
maka perlu pedornan pelaksanaan kerjasarna dengan pihak lain; 

Menimbang 

WALIKOTJ\ DENPASAR 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 23 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PEDOMAN KER.JASAMA 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR 

WALIKOTA DENPASAR, 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Denpasar 
2. Pemerintah K.ota adalah Pemerintah Kota Denpasar 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah Kora Denpasar. 
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah 

perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 1 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TE TANG PEDOMAN KER.TASAMA PADA 
RUMA!-! SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR 

Menetapkan : 

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar 
(Lernbaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8. Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali. terkahir dengan Peraturan Daerah Kora Denpasar Nomor 
14 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lernbaga 
Teknis Daerah Kota Denpasar (Lernbaran Daerah Kota Denpasar Tahun 
2012 Nomor 14. Tambahan Lernbaran Daerah Kora Denpasar Nomor 
14 ): 

10. Pera tu ran Menteri Dal am Negeri Nornor 1 Tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Prociuk I-Iukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedornan Teknis Pcngclolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Urnum (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502). sebagaimana telah dibuah dengan 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang . ornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Dacrah menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657): 



(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUDW dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak lain. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), dilakukan berdasarkan pnnsip efisiensi, 
efektivitas, ekonomis clan saling menguntungkan. 

Pasal 3 

BAB Ill 

PRINSIP KERJASAMA 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur fleksibilitas pelaksanan 
kerjasama RSUDW dengan pihak lain sebagai wujud kewenangan yang diberikan kepada 
RSUD W yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh. 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mernberikan pedoman bagi RSUDW untuk 
rnelakukan kerjasarna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 2 

BAB ll 

MAKSUD DAN TU.TUAN 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD 
yang rnernpunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disingkat RSUDW adalah Rurnah 
Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan 
Umum Daerah secara penuh. 

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola 
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja 
operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin. pejabat keuangan dan pejabat teknis yang 
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

11. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUDW 
12. Direktur adalah Direktur pada RSUDW 
13. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Denpasar. 
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUDW 
15. Kerjasama RSUDW adalah perikatan kerja antara RSUDW dengan pihak lain yang dilakukan 

berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. 
16. Rencana Bisnis dan Anggaran. yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan 

bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program. kegiatan, target kinerja dan anggaran 
suatu BLUD. 

17. Pihak Lain adalah pihak ketiga ( Lernbaga/ lnsiansi/ Perorangan) yang diajak bekerjasama 
oleh RSUDW 



Setiap perjanjian kerjasarna RSUDW dengan Pihak Lain wajib dilaporkan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 7 

(1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur atas nama RSUDW secara bersama-sama 
dengan Pernimpin Pihak Lain. 

(2) Jangka waktu perjanj ian kerjasarna ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak 
dan dapat diperpanjang kembali. 

Pasal 6 

BAB VI 

ADMTNISTRASI DAN PELAPORAN KERJASAMA 

(2) Pendapatan RSUDW dari basil kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dapat 
dipergunakan secara langsung untuk mernbiayai pengeluaran RSUDW sesuai RBA. 

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan RSUDW. 

Pasal 5 

BAB V 

PENGELOLAAN PENDAPA TAN HAS IL KERJASAMA 

(4) Usaha lainnya yang rnenunjang tugas dan fungsi RSUDW sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang rnenghasilkan pendapatan bagi RSUDW 
dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUDW. 

(I) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ), antara lain: 

a. kerjasarna operasi; 

b. sewa menyewa: dan 

c. usaha lainnya yang rnenunjang tugas dan fungsi BLUD. 

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, merupakan perikatan antara 
RSUDW dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara 
bersama dengan pembagian keuntungan atau manfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf b, merupakan penyerahan hak 
penggunaan/pernakaian barang RSUDW kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan 
berupa uang sewa bulanan, tahunan, atau sesuai dengan jumlah output pernakaian obyek sewa 
rnenyewa. 

Pasal 4 

BAB IV 

BENTUK KERJASAMA 



RA! ISWARA 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAI-JUN 2015 NOMOR 23 

pada tanggal 27 Juli 2015 

SEKRETARIS DAERAH KO, DENPASAR. 

)IJ 

Diundangkan di Denpasar 

rt RA! DHA 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 27 Juli 2015 D /) 

~ W ALIKOT A DENP ASAi- 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penernpatannya dalarn Berita Daerah Kata Denpasar. 

Pasal 8 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VII 


